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Abstract 
This study examines the implementation of risk management policies and strategies in 
State-Owned Enterprises (SOEs) through the optimisation of the Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) cycle, Risk Appetite Framework (RAF), and Key Risk Indicators (KRI) based on a 
literature review approach. The study found that the integration of these three elements 
strengthens organisational capabilities through a continuous learning process, improves 
regulatory compliance in accordance with PER-1/MBU/2011 and ISO 31000, and ensures 
operational sustainability amid economic and ESG disruptions. The impact includes 
reduced performance volatility, increased ROE, and post-crisis resilience, with the main 
challenges being cultural resistance and technological limitations. Strategic 
recommendations include the formation of a Risk Committee, an AI-based KRI dashboard, 
and policy standardisation by the Ministry of State-Owned Enterprises for the 
transformation of state-owned enterprises towards agile and accountable governance. 
Keywords: SOE Risk Management, PDCA Cycle, Risk Appetite Framework, Key Risk 
Indicators, Good Corporate Governance, Organisational Capability, Regulatory Compliance, 
Operational Sustainability 

 

Abstrak 
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko di Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) melalui optimalisasi siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), Risk 
Appetite Framework (RAF), dan Key Risk Indicators (KRI) berdasarkan pendekatan 
kajian pustaka. Kajian menemukan bahwa integrasi ketiga elemen ini memperkuat 
kapabilitas organisasi melalui proses pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan 
kepatuhan regulasi sesuai PER-1/MBU/2011 dan ISO 31000, serta menjamin keberlanjutan 
operasional di tengah disrupsi ekonomi dan ESG. Dampaknya mencakup pengurangan 
volatilitas kinerja, peningkatan ROE, dan resiliensi pasca-krisis, dengan tantangan utama 
berupa resistensi budaya dan keterbatasan teknologi. Rekomendasi strategis meliputi 
pembentukan Risk Committee, dashboard KRI berbasis AI, dan standarisasi kebijakan 
oleh Kementerian BUMN untuk transformasi BUMN menuju tata kelola yang agile dan 
akuntabel. 
Kata Kunci: Manajemen Risiko BUMN, Siklus PDCA, Risk Appetite Framework, Key Risk 
Indicators, Good Corporate Governance, Kapabilitas Organisasi, Kepatuhan Regulasi, 
Keberlanjutan Operasional 
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Pendahuluan 

Dalam konteks tata kelola korporasi modern, manajemen risiko telah menjadi 

salah satu elemen fundamental dalam memastikan keberlanjutan dan ketahanan 

organisasi, khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di 

bawah mandat publik dan komersial secara bersamaan. BUMN di Indonesia bukan 

hanya berperan sebagai entitas bisnis yang menciptakan nilai ekonomi, melainkan juga 

sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi sosial dan strategis. 

Kompleksitas mandat ganda ini menyebabkan tingkat eksposur risiko BUMN relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan entitas privat, baik dari aspek politik, regulatif, 

finansial, maupun operasional (Pratama & Sari, 2024). Oleh karena itu, kebutuhan untuk 

memiliki pendekatan manajemen risiko yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan 

menjadi sangat mendesak dalam lanskap korporasi BUMN saat ini. 

Regulasi yang mengatur tata kelola BUMN telah menempatkan manajemen 

risiko sebagai komponen penting dalam mewujudkan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG). Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, 

pemerintah mendorong setiap entitas BUMN untuk menerapkan sistem manajemen 

risiko terpadu yang sesuai dengan standar internasional seperti ISO 31000 dan kerangka 

kerja COSO Enterprise Risk Management (ERM) (Hoyt & Liebenberg, 2011). Namun 

demikian, penerapan ini masih sering menghadapi kendala operasional, perbedaan 

tingkat maturitas antar perusahaan, serta keterbatasan dalam mengaitkan kebijakan 

risiko dengan strategi bisnis secara konsisten. 

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, transformasi digital, serta 

perubahan regulasi yang cepat, BUMN membutuhkan sistem manajemen risiko yang 

tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dan berorientasi pada nilai tambah. 

Sistem tersebut harus mampu menyeimbangkan antara upaya mitigasi risiko dengan 

keberanian mengambil risiko strategis untuk pertumbuhan (Pagach & Warr, 2019). Di 

sinilah konsep Risk Appetite Framework (RAF) memainkan peran sentral, karena 

menyediakan pedoman bagi direksi dan manajemen dalam menentukan tingkat risiko 

yang dapat diterima (risk appetite) serta batas toleransi risiko (risk tolerance) yang 

masih sejalan dengan tujuan organisasi (Rahman & Setiawan, 2022). 

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam pengelolaan risiko organisasi 

adalah penerapan siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA). Siklus ini menekankan pentingnya 

perencanaan terstruktur, pelaksanaan sesuai kebijakan, evaluasi efektivitas proses, dan 

tindakan korektif berkesinambungan. Melalui implementasi PDCA, proses manajemen 

risiko menjadi lebih dinamis, terukur, dan dapat disesuaikan secara berkala dengan 

konteks perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks BUMN, PDCA dapat 

diterjemahkan sebagai mekanisme siklus hidup manajemen risiko yang memperkuat 

pengambilan keputusan berbasis data dan audit internal yang berstandar tinggi 

(Beasley et al., 2021). Selain RAF dan PDCA, indikator kinerja risiko atau Key Risk 
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Indicators (KRI) juga berperan penting dalam penguatan struktur manajemen risiko. KRI 

merupakan alat kontrol yang memberikan sinyal dini terhadap potensi terjadinya 

peningkatan eksposur risiko sebelum dampaknya benar-benar muncul. Dengan 

memanfaatkan KRI yang efektif, BUMN dapat memonitor tren risiko secara periodik, 

mengantisipasi gangguan terhadap rantai nilai, serta mengoptimalkan respon terhadap 

dinamika operasional yang dapat mengancam pencapaian sasaran strategis Perusahaan 

(Hoyt & Liebenberg, 2022). 

Implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif tidak 

hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi budaya organisasi. Budaya 

sadar risiko (risk-aware culture) menjadi fondasi penting agar sistem manajemen risiko 

tidak hanya menjadi formalitas dokumen atau kepatuhan administratif semata. Dalam 

BUMN, tantangan terbesar sering muncul pada level pelaksanaan, di mana kesadaran 

dan pemahaman risiko antar unit kerja belum sepenuhnya seragam (J. R. S. Fraser & 

Simkins, 2022). Oleh karena itu, peran kepemimpinan strategis dan komitmen 

manajemen puncak menjadi elemen kunci dalam menumbuhkan budaya manajemen 

risiko yang berdaya guna. 

BUMN yang efektif dalam mengelola risiko biasanya mampu mengintegrasikan 

mekanisme PDCA, RAF, dan KRI secara sinergis. Siklus PDCA memastikan adanya proses 

pembelajaran berkelanjutan, Risk Appetite Framework menetapkan arah kebijakan 

risiko korporat, sedangkan KRI berfungsi sebagai alat ukur yang menilai efisiensi dan 

stabilitas sistem risiko tersebut. Integrasi ketiga komponen ini mendukung penguatan 

struktur Enterprise Risk Management (ERM) BUMN yang lebih holistik dan akuntabel 

(OECD, 2016). 

Dari perspektif tata kelola, penguatan manajemen risiko juga berhubungan 

langsung dengan akuntabilitas dan transparansi publik. Sebagai entitas yang dibiayai 

dan dimiliki negara, BUMN dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan 

bisnis kepada masyarakat luas. Kegagalan dalam mengidentifikasi, menilai, dan 

memitigasi risiko dapat berimplikasi tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga 

terhadap reputasi negara dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kemampuan 

BUMN dalam membangun sistem manajemen risiko yang tangguh merupakan bagian 

integral dari upaya memperkuat mandat publik dan legitimasi institusional. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka (library 

research) yang berfokus pada analisis konseptual dan komparatif terhadap berbagai 

literatur ilmiah, peraturan, pedoman, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan 

implementasi manajemen risiko di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Data dan 

informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang kredibel, seperti jurnal 

internasional dan nasional bereputasi, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 

BUMN, regulasi Kementerian BUMN, pedoman tata kelola perusahaan, serta standar 
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manajemen risiko seperti ISO 31000 dan COSO ERM Framework (Eliyah & Aslan, 2025). 

Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap identifikasi, kategorisasi, dan 

evaluasi terhadap temuan literatur untuk menelusuri pola, kesenjangan, dan praktik 

terbaik yang relevan. Pendekatan ini menggunakan teknik analisis tematik dan 

deskriptif-komparatif, di mana setiap tema yang berkaitan dengan siklus Plan–Do–

Check–Act (PDCA), Risk Appetite Framework (RAF), dan Key Risk Indicators (KRI) 

dibandingkan dan dievaluasi berdasarkan konteks kebijakan, strategi, dan 

penerapannya di BUMN. Hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman 

konseptual yang mendalam mengenai hubungan antar variabel tersebut serta 

memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kapabilitas, kepatuhan, dan 

keberlanjutan operasional BUMN melalui manajemen risiko yang terintegrasi (Gough et 

al., 2020). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Optimalisasi Siklus PDCA, Risk Appetite Framework, dan KRI dalam Manajemen Risiko 

BUMN 

Manajemen risiko di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan mekanisme 

strategis yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian sekaligus 

mengoptimalkan peluang dalam mendukung pencapaian tujuan korporat. Dalam 

konteks lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan sarat ketidakpastian, sistem 

manajemen risiko BUMN dituntut untuk bersifat adaptif dan terintegrasi dengan 

strategi Perusahaan (Power, 2024). Salah satu pendekatan sistematis yang terbukti 

efektif untuk mencapai hal tersebut adalah penerapan siklus Plan–Do–Check–Act 

(PDCA) yang menjadi pondasi bagi pengembangan sistem manajemen berkelanjutan. 

Integrasi PDCA dengan Risk Appetite Framework (RAF) dan Key Risk Indicators (KRI) 

memungkinkan BUMN membentuk tata kelola risiko yang tidak hanya mengandalkan 

reaksi terhadap ancaman, tetapi juga berorientasi pada pembelajaran dan peningkatan 

kinerja berkelanjutan (Meulbroek, 2025). 

Siklus PDCA, yang mula-mula dikembangkan oleh W. Edwards Deming, 

merupakan metode manajemen mutu yang telah diadaptasi secara luas dalam berbagai 

bidang, termasuk manajemen risiko. Dalam konteks BUMN, PDCA dapat digunakan 

sebagai kerangka kerja berulang untuk merencanakan kebijakan risiko (Plan), 

mengimplementasikannya dalam proses operasional (Do), mengevaluasi efektivitas dan 

kepatuhan pelaksanaan (Check), serta menindaklanjuti hasil evaluasi dengan tindakan 

perbaikan (Act). Skema ini menjamin adanya umpan balik berkelanjutan yang 

memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan audit internal. Dengan 

demikian, PDCA berperan penting dalam membangun sistem manajemen risiko BUMN 

yang dinamis, konsisten, dan tangguh terhadap perubahan lingkungan bisnis (Financial 

Stability Board, 2013). 
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Pada tahap “Plan”, fokus utama terletak pada perencanaan program 

manajemen risiko yang komprehensif, termasuk identifikasi, penilaian, dan prioritisasi 

risiko. Proses ini harus mengacu pada visi, misi, dan strategi korporat BUMN agar 

kebijakan risiko benar-benar relevan dengan arah organisasi. Dalam konteks BUMN, 

fase perencanaan juga mencakup pengembangan Risk Register, matriks probabilitas 

dampak, serta penetapan indikator kinerja risiko yang sesuai dengan karakteristik bisnis 

perusahaan. Keberhasilan tahap perencanaan ini akan menentukan efektivitas siklus 

selanjutnya, karena rancangan strategi risiko yang tidak selaras dengan tujuan 

organisasi akan menimbulkan ketidakefisienan dan potensi konflik kepentingan 

(Nugraha & Putri, 2023). 

Tahap berikutnya, yaitu “Do”, menekankan implementasi kebijakan dan strategi 

yang telah dirancang. Pada level ini, manajemen risiko dioperasionalisasikan melalui 

penerapan kontrol, mitigasi, dan program peningkatan kesadaran risiko di seluruh unit 

kerja. Pelaksanaan harus melibatkan komunikasi risiko yang efektif, penyediaan sumber 

daya yang memadai, serta penanggung jawab yang jelas di setiap fungsi manajemen. 

Dalam BUMN yang memiliki kompleksitas birokrasi tinggi, tahap implementasi menjadi 

krusial karena menentukan sejauh mana kebijakan risiko dapat diterjemahkan menjadi 

praktik manajerial yang konkret dan terukur (Susanti & Pratiwi, 2023). 

Tahap “Check” dalam PDCA berfungsi sebagai mekanisme umpan balik 

sistematis untuk menilai apakah sistem manajemen risiko berjalan sesuai rencana dan 

mencapai hasil yang diharapkan. Proses ini melibatkan pengukuran kinerja risiko, audit 

internal, serta analisis kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi 

di lapangan. Data dan informasi yang diperoleh dari tahap ini kemudian menjadi dasar 

bagi manajemen untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta menilai 

efektivitas kontrol risiko yang diterapkan. Dalam praktiknya, pengawasan dan evaluasi 

manajemen risiko di BUMN sering kali memerlukan keterlibatan komite audit dan satuan 

pengawasan internal (SPI) sebagai bagian dari mekanisme tata kelola yang akuntabel 

(Ervina et al., 2023). 

Tahap akhir, “Act”, berisi kegiatan korektif dan pengembangan lanjutan atas 

hasil evaluasi. Tindakan perbaikan dapat berupa revisi kebijakan risiko, peningkatan 

kompetensi SDM, pembaruan sistem pemantauan, atau penyesuaian struktur 

organisasi risiko. Prinsip penting dalam tahap ini adalah komitmen terhadap continuous 

improvement, di mana setiap siklus PDCA berkontribusi pada peningkatan maturitas 

sistem manajemen risiko secara bertahap. Dengan penerapan siklus PDCA yang 

konsisten, BUMN dapat memastikan bahwa proses manajemen risikonya tidak bersifat 

satu kali (one-off), melainkan menjadi mekanisme berulang yang terus berkembang 

selaras dengan perubahan strategi dan lingkungan operasional (IRMAPA & 

Kementerian BUMN, 2024). 

Penerapan Risk Appetite Framework (RAF) merupakan elemen krusial dalam 

memperkuat tahap “Plan” PDCA. Framework ini berfungsi menetapkan batasan yang 
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jelas mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dalam mengejar tujuan korporasi. 

Dalam konteks BUMN yang menghadapi tekanan dari pemegang saham pemerintah 

dan masyarakat, RAF berperan untuk menyeimbangkan antara ambisi pertumbuhan 

bisnis dan tanggung jawab publik. Dokumen kebijakan RAF yang baik harus mampu 

menghubungkan strategi bisnis dengan manajemen risiko melalui matriks toleransi 

risiko (risk tolerance matrix) yang disahkan oleh dewan komisaris dan direksi (Wijaya & 

Santoso, 2024). 

Selain sebagai pedoman pengambilan keputusan, RAF juga mendukung 

pembentukan budaya risiko yang sehat di dalam organisasi. Dengan memahami tingkat 

risiko yang dapat diterima, setiap karyawan dapat bertindak secara konsisten dengan 

ekspektasi perusahaan tanpa menimbulkan kepanikan atau sikap terlalu defensif 

terhadap inovasi. Penguatan budaya risiko ini menjadi kunci utama agar keputusan 

manajerial selaras dengan kebijakan korporat dan menghasilkan optimasi nilai bagi 

pemegang saham sekaligus masyarakat luas (Hidayat & Rahman, 2014). 

Integrasi RAF dalam PDCA juga memperjelas peran fase monitoring (Check) dan 

evaluasi (Act), karena setiap penilaian risiko akan mengacu pada batas toleransi risiko 

yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menjadikan proses peninjauan risiko lebih 

objektif, terukur, dan terarah. Dengan adanya RAF yang jelas, BUMN dapat melakukan 

risk benchmarking terhadap perusahaan sejenis atau BUMN lain dalam sektor serupa 

untuk memperbaiki strategi dan kapabilitas pengelolaan risiko. Sementara itu, Key Risk 

Indicators (KRI) merupakan komponen implementatif yang memperkuat dimensi 

analitis dari sistem manajemen risiko BUMN (Kementerian Perhubungan RI, 2024). KRI 

membantu organisasi dalam mendeteksi gejala awal dari potensi risiko yang dapat 

mengancam keberhasilan proyek atau operasi. KRI dikembangkan dengan menilai 

parameter kinerja yang mewakili perubahan kondisi internal dan eksternal yang 

berpotensi menimbulkan kerugian. Melalui KRI, BUMN dapat menerapkan prinsip early 

warning system yang mendukung tindakan preventif lebih cepat dan tepat sasaran 

sebelum risiko berkembang menjadi masalah actual (Kusuma & Wijaya, 2024). 

Dalam penerapannya, KRI harus memenuhi tiga kriteria utama: relevansi, 

reliabilitas, dan keterukuran. Relevansi berarti indikator harus mencerminkan risiko 

yang benar-benar signifikan terhadap kinerja organisasi. Reliabilitas menunjukkan 

konsistensi data yang digunakan dalam pengukuran risiko, sedangkan keterukuran 

mengharuskan indikator dapat dinilai secara kuantitatif agar memudahkan proses 

pemantauan dan pelaporan. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem Enterprise 

Risk Management Dashboard, dapat memperkuat efektivitas KRI melalui visualisasi data 

real-time yang menunjang analisis risiko strategis (Gordon et al., 2025). 

Optimalisasi PDCA, RAF, dan KRI memerlukan integrasi lintas fungsi di dalam 

organisasi BUMN. Proses perencanaan risiko harus melibatkan unit strategi, keuangan, 

operasional, SDM, dan audit untuk menghasilkan perspektif holistik. Selain itu, 

dukungan penuh dari top management menjadi prasyarat utama agar kebijakan risiko 



127 
 

mendapat legitimasi dan daya dorong dalam penerapan. Ketika proses integrasi 

berjalan harmonis, BUMN akan memiliki sistem manajemen risiko yang tidak hanya 

bersifat administratif, melainkan juga menjadi bagian dari sistem pengambilan 

keputusan strategis Perusahaan (Lam, 2025). 

Meskipun demikian, penerapan PDCA, RAF, dan KRI di BUMN bukan tanpa 

tantangan. Faktor seperti resistensi budaya organisasi, keterbatasan kompetensi risiko, 

serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi analitik masih menjadi hambatan nyata. 

Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas (capacity building) melalui pelatihan 

intensif, benchmarking, serta penerapan audit risiko berbasis teknologi menjadi langkah 

penting dalam mengatasi kesenjangan implementasi. Pemerintah sebagai pemegang 

saham juga diharapkan memberikan dukungan regulatif dan kebijakan insentif bagi 

BUMN yang berhasil mengembangkan sistem manajemen risiko yang unggul (ISO, 

2018). 

Dengan demikian, mengoptimalkan integrasi PDCA, RAF, dan KRI, BUMN dapat 

membangun sistem manajemen risiko yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan 

praktik Good Corporate Governance (GCG). Keterpaduan ketiga instrumen ini 

menghasilkan struktur pengelolaan risiko yang lebih efektif dalam mendeteksi, menilai, 

dan menindaklanjuti risiko secara berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah 

terbentuknya organisasi BUMN yang memiliki kapabilitas antisipatif tinggi, berorientasi 

pada pembelajaran, dan mampu menjaga keberlanjutan operasional dalam menghadapi 

tantangan ekonomi, politik, maupun sosial yang terus berubah. 

 

Dampak Optimalisasi Manajemen Risiko terhadap Kapabilitas, Kepatuhan, dan 

Keberlanjutan Operasional BUMN 

Optimalisasi manajemen risiko melalui integrasi siklus PDCA, Risk Appetite 

Framework, dan Key Risk Indicators membawa dampak transformasional terhadap 

kapabilitas organisasi BUMN secara keseluruhan. Kapabilitas organisasi merujuk pada 

kemampuan BUMN dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko secara 

efektif, yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan terhadap ketidakpastian 

lingkungan bisnis (Meulbroek, 2002). Dengan sistem manajemen risiko yang matang, 

BUMN tidak hanya mampu mengurangi frekuensi dan dampak insiden risiko, tetapi juga 

memanfaatkan peluang strategis yang muncul dari pengelolaan risiko proaktif, 

sehingga memperkuat posisi kompetitif di pasar nasional maupun global. Pendekatan 

ini mengubah manajemen risiko dari fungsi pendukung menjadi pendorong utama 

strategi korporat yang berkelanjutan (Kementerian BUMN RI, 2024). 

Pada dimensi kapabilitas, penerapan PDCA memungkinkan BUMN untuk 

membangun proses pembelajaran organisasi yang berkelanjutan melalui siklus evaluasi 

dan perbaikan. Setiap iterasi siklus ini meningkatkan kompetensi SDM dalam 

pengelolaan risiko, mulai dari pemahaman konseptual hingga keterampilan analitis 

tingkat lanjut. RAF memberikan arah strategis dengan menetapkan batas risiko yang 
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selaras dengan ambisi pertumbuhan, sementara KRI berfungsi sebagai alat deteksi dini 

yang memperkaya kemampuan analitik organisasi. Akibatnya, BUMN yang menerapkan 

optimalisasi ini cenderung memiliki tingkat maturitas risiko lebih tinggi, yang tercermin 

dalam peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih cepat 

dan akurat (Aven & Zio, 2019). 

Dampak terhadap kepatuhan regulasi menjadi salah satu manfaat paling nyata 

dari optimalisasi manajemen risiko di BUMN. Sebagai entitas yang tunduk pada regulasi 

ganda—komersial dan publik—BUMN wajib mematuhi Peraturan Menteri BUMN 

tentang GCG serta standar internasional seperti ISO 31000 (Aven & Zio, 2019). Sistem 

manajemen risiko yang terintegrasi memastikan bahwa setiap keputusan bisnis telah 

mempertimbangkan aspek kepatuhan, sehingga mengurangi potensi sanksi 

administratif, denda finansial, atau tuntutan hukum dari regulator. Lebih dari itu, 

kepatuhan yang kuat juga meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis, yang 

menjadi modal sosial penting bagi ekspansi operasional BUMN (Putra, 2023). 

Dalam praktiknya, RAF memainkan peran sentral dalam menjaga kepatuhan 

dengan menetapkan toleransi risiko yang tidak melebihi ambang batas regulasi 

pemerintah. Misalnya, dalam menghadapi risiko keuangan atau operasional, kerangka 

ini memandu direksi untuk menghindari pengambilan risiko spekulatif yang 

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. KRI kemudian berfungsi sebagai pengawas 

kepatuhan real-time, di mana pelanggaran indikator risiko memicu proses remedial yang 

cepat. PDCA menjamin bahwa pelajaran dari insiden kepatuhan diintegrasikan ke dalam 

kebijakan masa depan, menciptakan budaya kepatuhan yang tertanam dalam DNA 

organisasi BUMN. Keberlanjutan operasional BUMN, yang mencakup ketahanan rantai 

pasok, stabilitas keuangan, dan adaptabilitas terhadap disrupsi, mengalami 

peningkatan signifikan melalui optimalisasi manajemen risiko (Beasley et al., 2019). Di 

era ketidakpastian global seperti pandemi, perubahan iklim, dan gejolak geopolitik, 

BUMN memerlukan sistem yang mampu mempertahankan kontinuitas bisnis tanpa 

mengorbankan kinerja jangka panjang. Manajemen risiko yang optimal memitigasi risiko 

operasional seperti gangguan supply chain atau kegagalan teknologi, sekaligus 

memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk mendukung tujuan ESG 

(Environmental, Social, Governance) yang semakin menjadi prioritas nasional (J. Fraser 

& Simkins, 2010). 

Integrasi ketiga elemen PDCA–RAF–KRI menciptakan efek sinergis yang 

memperkuat keberlanjutan melalui pengukuran kinerja holistik. PDCA memfasilitasi 

adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan eksternal, RAF menjaga keseimbangan 

antara inovasi dan konservatisme, sedangkan KRI memberikan visibilitas penuh 

terhadap tren risiko operasional. Hasilnya, BUMN dapat mempertahankan operasi stabil 

bahkan di tengah krisis, seperti yang terlihat pada perusahaan BUMN yang berhasil 

bertahan selama pandemi berkat sistem early warning berbasis KRI. Keberlanjutan ini 
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juga berkontribusi pada pencapaian target kinerja negara melalui dividen dan lapangan 

kerja yang konsisten (Friska & Pratama, 2024). 

Secara empiris, optimalisasi manajemen risiko berkorelasi positif dengan 

peningkatan return on equity (ROE) dan rasio likuiditas BUMN, karena mengurangi 

volatilitas kinerja akibat kejadian tidak terduga. Studi kasus dari BUMN sektor energi 

dan infrastruktur menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem risiko matang 

memiliki tingkat pemulihan pasca-krisis lebih cepat dibandingkan kompetitor. Dampak 

ini tidak hanya finansial, tetapi juga strategis, di mana kapabilitas risiko yang kuat 

memungkinkan BUMN untuk menangkap peluang merger, akuisisi, atau ekspansi 

internasional dengan risiko terkendali (Mehran & Stulz, 2020). Namun, dampak positif 

ini bergantung pada faktor pendukung seperti komitmen leadership dan alokasi 

anggaran yang memadai. Tanpa dukungan penuh dari dewan komisaris, implementasi 

optimalisasi berisiko menjadi formalitas semata. Oleh karena itu, pembentukan Risk 

Committee independen dan integrasi risiko dalam KPI eksekutif menjadi prasyarat 

untuk memaksimalkan dampak terhadap kapabilitas, kepatuhan, dan keberlanjutan. 

Pemerintah sebagai pemegang saham utama juga berperan dalam mendorong 

standarisasi sistem risiko antar BUMN melalui kebijakan insentif (Florio & Vandone, 

2023). 

Dari perspektif kapabilitas SDM, optimalisasi manajemen risiko mendorong 

pengembangan kompetensi melalui pelatihan rutin dan simulasi risiko. Karyawan BUMN 

yang terlatih dalam PDCA dan interpretasi KRI cenderung lebih inovatif dalam mitigasi 

risiko, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi proses bisnis secara keseluruhan. 

Program sertifikasi risiko internasional seperti CRISC atau PRMIA juga dapat 

diintegrasikan untuk memperkuat kapabilitas manusiawi, memastikan bahwa BUMN 

memiliki talenta yang siap menghadapi kompleksitas bisnis modern (Muhammad, 2023). 

Terkait kepatuhan, optimalisasi ini juga meminimalkan risiko reputasi yang sering 

kali timbul dari pelanggaran etika atau korupsi. Dengan KRI yang memantau indikator 

integritas seperti whistleblower reports atau audit findings, BUMN dapat mencegah 

eskalasi masalah sebelum mencapai publik. Hal ini selaras dengan mandat OJK dan KPK 

terhadap entitas BUMN, di mana kepatuhan yang tinggi menjadi ukuran utama 

kredibilitas institusional dan keberlanjutan mandat public (Gupta, 2020). Untuk 

keberlanjutan operasional, dampaknya terlihat dalam penguatan resilience terhadap 

risiko ESG, di mana BUMN semakin dituntut untuk mengadopsi praktik ramah 

lingkungan dan sosial. RAF yang mengintegrasikan metrik ESG memastikan bahwa 

strategi bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan 

secara sosial-lingkungan. PDCA kemudian memfasilitasi transisi bertahap menuju 

operasi hijau, sementara KRI memantau kemajuan pencapaian target sustainability 

(Gordon et al., 2022). 

Secara keseluruhan, optimalisasi manajemen risiko melalui PDCA, RAF, dan KRI 

menghasilkan efek multiplier yang memperkuat tiga pilar utama BUMN: kapabilitas 
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sebagai fondasi kompetitif, kepatuhan sebagai jaminan legitimasi, dan keberlanjutan 

sebagai jaminan masa depan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi 

saat ini, tetapi juga mempersiapkan BUMN menghadapi tantangan disruptif di masa 

depan seperti AI, cyber threats, dan transisi energi. Dengan demikian, BUMN yang 

menerapkan optimalisasi ini akan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian 

nasional melalui stabilitas, inovasi, dan pertumbuhan yang tangguh. 

 

Kesimpulan 

Optimalisasi siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), Risk Appetite Framework (RAF), 

dan Key Risk Indicators (KRI) merupakan pendekatan terintegrasi yang esensial dalam 

memperkuat implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko di Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Integrasi ketiga elemen ini memungkinkan BUMN untuk 

membangun sistem manajemen risiko yang dinamis, proaktif, dan berorientasi pada 

continuous improvement, sebagaimana direkomendasikan dalam regulasi PER-

1/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance serta standar internasional ISO 31000 

dan COSO ERM. Melalui PDCA sebagai siklus pembelajaran berkelanjutan, RAF sebagai 

penentu batas toleransi risiko strategis, dan KRI sebagai alat deteksi dini, BUMN dapat 

mengubah manajemen risiko dari fungsi reaktif menjadi pendorong utama pencapaian 

tujuan korporat yang berkelanjutan.  

Dampak optimalisasi ini terbukti signifikan terhadap penguatan kapabilitas 

organisasi, kepatuhan regulasi, dan keberlanjutan operasional BUMN di tengah 

dinamika ekonomi global dan disrupsi domestik. Kapabilitas meningkat melalui 

peningkatan kompetensi SDM dan efisiensi pengambilan keputusan, kepatuhan terjaga 

melalui pemantauan real-time yang selaras dengan mandat pemerintah, sementara 

keberlanjutan operasional dicapai dengan mitigasi risiko ESG dan ketahanan rantai nilai 

. Kajian pustaka mengonfirmasi bahwa BUMN dengan maturitas risiko tinggi, seperti 

yang menerapkan integrasi PDCA-RAF-KRI, menunjukkan performa finansial lebih baik 

dan resiliensi pasca-krisis yang superior dibandingkan entitas dengan sistem 

konvensional . 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan manajemen 

risiko melalui optimalisasi PDCA, RAF, dan KRI bukan hanya kewajiban regulasi, 

melainkan imperatif strategis bagi BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap 

perekonomian nasional. Rekomendasi utama mencakup pembentukan Risk Committee 

independen, pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi dashboard KRI, serta 

harmonisasi kebijakan antar-BUMN oleh Kementerian BUMN guna menstandardisasi 

praktik terbaik . Pendekatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi transformasi BUMN 

menuju entitas yang agile, akuntabel, dan berkelanjutan di era ketidakpastian. 
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